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Abstrak

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih pada penegakan
hukum KDRT yang dilakukan oleh istri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
KDRT, sebagai peraturan yang mengatur masalah ini, cenderung lebih fokus pada perlindungan
hak-hak istri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap KDRT oleh istri
terhadap suami, menggunakan metode studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa produk

hukum saat ini memiliki kelemahan dalam menyelesaikan KDRT terhadap suami, termasuk

dominasi perlindungan hukum untuk istri dan absennya perlindungan konkret untuk suami
sebagai korban. Faktor lain yang mempersulit penyelesaian masalah ini adalah rendahnya
kesadaran hukum di kalangan suami untuk melaporkan kasus KDRT.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara
hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1
ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai
negara yang berprinsip pada "rule of
law", Indonesia menegaskan bahwa
setiap individu memiliki posisi yang
setara di depan hukum, yang sering
dikenal dengan prinsip kesetaraan di
hadapan hukum atau "equality before the
law". Kesetaraan ini juga diperkuat
dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun

1945, yang menyatakan bahwa semua
warga negara memiliki kedudukan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan,
serta berkewajiban untuk menghormati
hukum dan pemerintahan tanpa
pengecualian. Untuk memastikan
penegakan  hukum yang efektif,
Indonesia memiliki berbagai institusi
penegak hukum, termasuk pengadilan
(hakim), kejaksaan, lembaga
pemasyarakatan, dan kepolisian,
sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Hamzah, 1986).

Dalam menjalankan tugasnya,
aparat penegak hukum di Indonesia
harus bersikap adil dan tegas, dengan
berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan
yang ada dalam masyarakat. Selain itu,
produk hukum juga memegang peranan
penting dalam penegakan hukum di
negara ini. Oleh karena itu, setiap produk
hukum yang diterapkan harus selaras
dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, guna memastikan tidak terjadinya
ketidakadilan atau pengistimewaan
dalam penyelesaian kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah
contoh produk hukum yang dibuat untuk
mengatasi peningkatan kasus KDRT dan
keterbatasan hukum yang ada di
Indonesia dalam menangani masalah ini.
UU ini bertujuan untuk melindungi
kedua belah pihak dalam rumah tangga,
baik suami maupun istri. Meskipun
demikian, penerapan UU Penghapusan
KDRT masih menghadapi berbagai
kendala dan masalah dalam proses
pemeriksaannya, yang mengakibatkan
belum  maksimalnya hasil yang
diharapkan dari pemberlakuan undang-
undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang,
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
yang seringkali terjadi terhadap wanita
didefinisikan sebagai perbuatan
kekerasan yang melanggar hukum, yang

menyebabkan penderitaan atau
kesengsaraan, baik  secara fisik,
psikologis, seksual, maupun
penelantaran dalam lingkup rumah
tangga. KDRT ini juga mencakup
ancaman melakukan tindak kekerasan,
pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan individu. Dalam banyak
kasus, konflik keluarga diselesaikan
dengan kemarahan yang melibatkan
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kekerasan fisik atau psikis, yang
seringkali dianggap sebagai bagian
normal dari dinamika kehidupan

berumah tangga.

Secara umum, dalam konteks
KDRT, suami sering kali menjadi pelaku,
dengan istri dan anak sebagai korban. Ini
sebagian besar karena peran suami
sebagai kepala rumah tangga, yang
secara tradisional dianggap memiliki
lebih banyak kekuasaan dibandingkan
dengan istri. Pandangan ini
mencerminkan ketidakseimbangan
kekuasaan dalam banyak rumah tangga
yang dapat berkontribusi terhadap
terjadinya KDRT. Kehadiran undang-
undang ini bertujuan untuk melindungi
korban dan memberikan mereka akses
ke jalur hukum untuk mencari keadilan
dan perlindungan.

Permasalahan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) memang melintasi
batas antara hukum publik dan hukum
privat. Awalnya, KDRT dianggap sebagai
masalah perdata yang bersifat privat,
berfokus pada konflik internal antar

individu dalam keluarga. Namun,
pemahaman ini telah berkembang
sehingga KDRT kini diakui sebagai

masalah pidana, yang menempatkannya
dalam ranah hukum publik. Ini berarti
bahwa negara memiliki peran aktif
dalam menindak pelaku KDRT dengan
sanksi pidana yang sesuai, sebagai
bentuk intervensi untuk melindungi
korban. Dalam konteks hukum publik,
penyelesaian kasus KDRT melalui proses
peradilan pidana dapat menghasilkan
sanksi bagi pelaku, termasuk denda atau
hukuman penjara. Sementara itu, dalam
hukum privat atau perdata, solusi
mungkin termasuk perceraian jika
masalah tidak dapat diselesaikan secara
internal dalam keluarga.

Pentingnya kesadaran hukum dan
moral di kalangan pasangan suami istri
tidak bisa dilebihkan. Mereka perlu
memahami konsekuensi dari tindakan
KDRT tidak hanya bagi keluarga mereka
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sendiri tapi juga dari perspektif hukum.
Selain itu, pemerintah harus
meningkatkan upaya penegakan hukum
terkait KDRT. Ini mencakup peninjauan
dan pembaruan produk hukum untuk
memastikan bahwa mereka mencukupi
dan efektif dalam mencegah dan
menangani KDRT, serta memastikan
bahwa aparat penegak hukum memiliki
sumber daya, pelatihan, dan kebijakan
yang tepat untuk menangani kasus-kasus
ini dengan cara yang adil dan sensitif
terhadap korban.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari studi ini adalah untuk
memahami, menganalisa, dan
mempelajari Penegakan Hukum

Terhadap Kekerasan Dalam Rumah
Tangga agar studi ini bisa menyediakan
informasi yang tepat dan bermanfaat
bagi masyarakat.

METODE

Penulis memanfaatkan Data
Sekunder yang diperoleh dari beragam
sumber seperti buku, jurnal, serta media
online yang dipilih berdasarkan
pertimbangan terkait isu kekerasan
dalam rumah tangga yang dibahas. Untuk
mendapatkan data yang akhir yang valid,
relevan, dan akurat sesuai dengan topik
jurnal, penulis menerapkan metode
pengumpulan data melalui studi pustaka,
menghimpun berbagai informasi terkait
yang ditemukan dalam bentuk buku dan
literatur yang sesuai dengan proses
penelitian untuk jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lau dan  Kosberg, dalam
penelitian mereka, menyoroti empat tipe
kekerasan yang umum terjadi, meliputi
kekerasan fisik  (physical abuse),
kekerasan psikis (psychological abuse),
penyalahgunaan materi atau pencurian
uang atau properti pribadi (material
abuse or theft of money or personal
property), dan pelanggaran hak
(violation of rights). Selanjutnya,
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Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
juga menegaskan keempat jenis
kekerasan yang berlangsung dalam
lingkup rumah tangga, yakni:

Pertama, sesuai dengan pasal 6,
tindakan kekerasan fisik diartikan
sebagai perilaku yang menimbulkan
nyeri, penyakit, atau luka serius. Ini
mencakup segala jenis tindakan dari
yang bersifat ringan hingga yang fatal,
baik dilakukan dengan menggunakan
senjata ataupun tanpa senjata, yang
menghasilkan luka ringan sampai
menyebabkan  kematian, termasuk
dalam kategori kekerasan dalam rumah
tangga. Contohnya termasuk mencubit,
menendang, menampar, menggigit,
membakar, dan tindakan serupa lainnya.

Kedua, kekerasan psikologis,
sebagaimana diatur dalam pasal 7,
merujuk  pada  perbuatan  yang
menyebabkan seseorang merasa takut,
kehilangan kepercayaan diri, kehilangan
kemampuan untuk bertindak, merasa
tidak berdaya, dan/atau mengalami
penderitaan psikologis yang berat.
Perilaku ini bisa berupa penghinaan dan
ancaman kekerasan.

Ketiga, pasal 8A mendefinisikan
kekerasan seksual sebagai pemaksaan
hubungan seksual terhadap seseorang
yang berada dalam satu lingkungan
rumah tangga. Menurut pasal 8B,
kekerasan seksual juga mencakup
pemaksaan hubungan seksual terhadap
anggota rumah tangga dengan pihak
ketiga untuk tujuan komersial atau
tujuan lainnya.

Keempat, pasal 9 ayat (1)
mengatur tentang larangan penelantaran
dalam rumah tangga, yang menyatakan

bahwa setiap orang dilarang
menelantarkan anggota rumah
tangganya yang seharusnya menerima
kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan berdasarkan hukum atau
perjanjian. Ayat (2) dari pasal yang sama
menambahkan bahwa penelantaran juga
mencakup tindakan yang menyebabkan
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ketergantungan ekonomi dengan
membatasi atau melarang pekerjaan
yang layak, baik di dalam maupun di luar
rumah, sehingga menjadikan korban
tergantung pada pelaku.

Penegakan hukum secara inheren
melibatkan interaksi manusia, sehingga
mengharuskan kita untuk
mempertimbangkan perilaku manusia.

Hukum tidak dapat berdiri atau
ditegakkan secara otomatis; hal ini
menunjukkan bahwa hukum

memerlukan tindakan manusia untuk
mewujudkan ketentuan-ketentuan yang
ada di dalamnya, seperti pemberian hak,
perlindungan, dan pemberian sanksi
kepada individu yang memenuhi kriteria
tertentu. Pelaksanaan hukum
bergantung pada para pejabat hukum
yang menegakkannya.

Setelah diterapkannya Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT), terlihat adanya
niat baik dari penegak hukum untuk
mengimplementasikan undang-undang
ini. Namun, terdapat beberapa
perbedaan dalam pemahaman yang
menjadi hambatan terhadap substansi
yang ada di dalam undang-undang
tersebut. Perbedaan pemahaman ini
terjadi dalam aspek bentuk kekerasan,
lingkup rumah tangga, kualifikasi, dan
peran dalam pendampingan korban.
Dalam kasus kekerasan fisik, terdapat
kesulitan dalam pembuktian yang
seringkali ~memerlukan visum et
repertum, proses yang dapat memakan
waktu lama. Meskipun pasal 50
menyatakan bahwa kesaksian dari satu
saksi sudah cukup, pada praktiknya,
penegak hukum seringkali mencari bukti
tambahan untuk memperkuat kasus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 dalam alinea pertama Penjelasan
Umum menekankan pentingnya
keutuhan dan kerukunan dalam rumah
tangga sebagai dasar untuk menciptakan
suasana yang bahagia, aman, tenteram,
dan damai—sebuah aspirasi yang
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diinginkan setiap orang dalam rumah
tangga. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang lebih baik dalam
pencegahan KDRT, yang tidak hanya
represif namun juga melalui kebijakan
operasional yang efektif. Masalah dalam
pelaksanaan dan aplikasi undang-
undang dalam kehidupan masyarakat
menunjukkan bahwa pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga bukan
hanya tanggung jawab pemerintah,
tetapi juga masyarakat, yang harus
melindungi korban sesuai dengan
substansi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004. Penanganan kasus KDRT
seringkali terhambat karena belum
adanya perintah perlindungan dari
pengadilan atau penyidik, yang sangat
dibutuhkan oleh korban, menunjukkan
bahwa implementasi undang-undang ini
masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang
menetapkan sanksi pidana bagi pelaku
kekerasan dalam rumah tangga,
termasuk kekerasan psikis, yang diatur
dalam pasal 7. Sesuai dengan pasal 49,
sanksi untuk kekerasan dalam rumah
tangga adalah hukuman penjara paling
lama tiga tahun atau denda sembilan juta
rupiah. Ketentuan ini, seperti yang Anda
soroti, memerlukan evaluasi lebih lanjut
khususnya ketika kekerasan psikis
mengakibatkan  korban  mengalami
ketidakmampuan bertindak atau
mengalami penderitaan psikis berat
lainnya yang menghambat aktivitas
sehari-hari mereka.

Pasal 45 ayat 1 menegaskan
sanksi serupa bagi pelaku kekerasan
psikis, yang juga mencakup pidana
penjara paling lama tiga tahun atau
denda sembilan juta rupiah, dengan
denda dibayarkan kepada negara, bukan
kepada korban. Ini menimbulkan
masalah praktis bagi korban yang
mungkin memerlukan biaya untuk
perawatan dan pengobatan psikologis,
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terutama jika mereka kehilangan
kemampuan untuk bekerja  dan
memperoleh penghasilan akibat dari
kekerasan yang dialami.

Dalam konteks ini, penting untuk
mempertimbangkan ulang mekanisme
kompensasi dan dukungan untuk korban
kekerasan dalam rumah tangga,
khususnya kekerasan psikis. Tujuan dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
adalah untuk memberikan perlindungan
kepada korban KDRT, yang mencakup
aspek keadilan restoratif dan
kompensasi bagi korban. Mekanisme
yang lebih efektif dan responsif mungkin
diperlukan untuk memastikan korban
mendapatkan dukungan yang memadai,
termasuk akses ke layanan kesehatan
mental dan kompensasi finansial untuk
pemulihan mereka.

Sementara itu, untuk kekerasan
seksual dalam lingkup rumah tangga,
hukuman yang ditetapkan lebih berat,
dengan pidana penjara minimal empat
tahun dan maksimal lima belas tahun.
Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi
dalam penanganan berbagai bentuk
kekerasan dalam rumah tangga di bawah
hukum, namun juga menegaskan
perlunya peninjauan dan penyesuaian
dalam mekanisme kompensasi dan
dukungan bagi korban kekerasan psikis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 juga menetapkan hukuman pidana
untuk pelaku kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT). Hukuman tersebut
berbeda-beda, sesuai dengan tipe dan
akibat dari tindak kekerasan yang
dijalankan. Ini adalah detail dari
hukuman yang dapat dijatuhkan kepada
pelaku KDRT sesuai dengan regulasi
tersebut:

1. Untuk kekerasan fisik,
hukumannya dapat mencapai
penjara maksimal lima tahun
atau denda maksimum Rp 15
juta. Jika kekerasan fisik
mengakibatkan korban sakit
parah atau luka serius, maka
hukumannya bisa meningkat
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menjadi penjara maksimal
sepuluh tahun atau denda
maksimum Rp 30 juta. Dalam
kasus kekerasan fisik yang
menyebabkan kematian
korban, pelaku dapat dihukum
penjara hingga 15 tahun atau
denda maksimum Rp 45 juta.
Namun, jika kekerasan fisik
dilakukan oleh suami terhadap
istri atau sebaliknya dan tidak
menyebabkan penyakit atau
menghambat aktivitas sehari-
hari, hukumannya adalah
penjara maksimal empat bulan
atau denda maksimum Rp 5
juta.

2. Kekerasan psikis dapat dikenai
hukuman penjara hingga tiga
tahun atau denda maksimum
Rp 9 juta. Apabila kekerasan
psikis dilakukan antara suami
dan istri tanpa menyebabkan
penyakit atau hambatan dalam
bekerja atau kegiatan sehari-
hari, hukumannya menjadi
penjara maksimal empat bulan
atau denda maksimum Rp 3
juta.

3. Kekerasan seksual dihukum
dengan penjara maksimal 12
tahun atau denda hingga Rp 36
juta.

4. Penelantaran dalam rumah
tangga dapat mengakibatkan
hukuman penjara hingga tiga
tahun atau denda maksimum
Rp 15 juta

Jika korban kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) adalah seorang
anak, pelaku dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sesuai dengan undang-undang tersebut,
pelaku yang melakukan kekerasan
terhadap anak bisa dihukum dengan
pidana penjara maksimum tiga tahun
enam bulan dan/atau denda maksimum
sebesar Rp 72 juta.
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Penanganan kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a) Pendekatan preventif
dilakukan sebagai upaya
pencegahan terjadinya KDRT.

Mengedukasi orang tua tentang

pentingnya menerapkan metode
pengasuhan yang positif dan
menghindari kekerasan di hadapan anak
sebagai bagian dari upaya pencegahan
KDRT. Mengajak setiap anggota keluarga,

khususnya suami, untuk menunjuk
individu terpercaya yang bisa membantu
dan melaporkan ke pihak yang
berwenang  jika terjadi KDRT.

Mengajarkan anggota keluarga cara
mengendalikan diri dan tidak mudah
terprovokasi emosi yang bisa memicu
KDRT.

Memperkuat kesadaran semua
anggota keluarga tentang dampak
negatif KDRT, terutama yang berasal dari
emosi sesaat. Memberikan pembekalan
kepada pasangan baru agar menjalani
kehidupan rumah tangga yang harmonis,
menghadapi konflik dengan kepala
dingin dan saling memahami, untuk
menghindari KDRT. Berhati-hati dalam
memilih media sosial dan sumber
informasi lain tentang kekerasan, untuk
mencegah praktek KDRT terhadap
pasangan. Memfokuskan pada peran
orang tua yang efektif dengan tujuan
utama  mendidik, merawat, dan
memperlakukan anak sesuai dengan
gender, kondisi, dan potensi mereka.
Dengan demikian, hindari memulai
pertengkaran yang bisa memicu KDRT di
depan anak, dan alihkan kemarahan
tersebut demi kebaikan anak.

b) Pendekatan kuratif yang
dilakukan sesaat atau setelah

KDRT terjadi.
Menjunjung tinggi prinsip
kesetaraan dalam hukum dan
pemerintahan sebagaimana

diamanatkan oleh Pasal 27 UUD NRI
1945, yang menekankan bahwa dalam
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penjatuhan sanksi, tidak ada
diskriminasi antara wanita dan pria,
sehingga hukuman dijatuhkan

berdasarkan jenis dan tingkat kesalahan,
bukan gender. Ini bertujuan untuk
memberikan sanksi yang bersifat
edukatif kepada pelaku, yang tidak hanya
penting bagi pelaku tetapi juga
memberikan keadilan bagi korban dan
mencegah terjadinya KDRT lebih lanjut
dalam masyarakat.

Jika ada individu yang berhasil
mencegah atau melaporkan kasus KDRT,
mereka harus diberi insentif atau
penghargaan sebagai pengakuan atas
kontribusi mereka dalam mengurangi,
meminimalisir, dan menghapuskan
KDRT, mendorong munculnya lebih
banyak aktivis anti KDRT yang responsif
terhadap kasus serupa.

Penyelesaian kasus KDRT harus
mempertimbangkan model penanganan
yang disesuaikan dengan kondisi korban
dan nilai-nilai atau adat keluarga, untuk
memastikan perselisihan dapat
diselesaikan dengan cepat dan efektif
berdasarkan cara hidup keluarga
tersebut. Ketika korban atau suami
melapor ke kepolisian atau pihak terkait,
penting bagi mereka yang menyaksikan
kondisi korban untuk segera membawa
korban ke dokter atau psikiater jika
terdapat dampak fisik seperti luka atau
dampak psikologis seperti depresi atau
kebingungan. Ini  esensial untuk
memastikan bahwa dampak dari
kekerasan, baik fisik maupun psikis,
mendapatkan penanganan yang tepat
dan tidak memburuknya kondisi korban.

Penyelesaian kasus KDRT
sebaiknya dilakukan dengan pendekatan
kekeluargaan dan kasih  sayang,
memprioritaskan mediasi sebagai upaya
penyelesaian tanpa memicu perlawanan
dari korban atau pelaku. Penting bagi
semua pihak, khususnya suami, untuk
tidak memperburuk situasi dengan
tindakan yang dapat memprovokasi
kemarahan pelaku atau istri. Pendekatan
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ini bertujuan untuk mencegah pelaku
merasa dendam atau terdorong untuk
mengulangi perbuatannya, demi
menjamin keamanan dan keselamatan
korban di masa yang akan datang.

KESIMPULAN
Mengatasi KDRT yang terjadi
terhadap suami memerlukan

pendekatan yang inklusif dan sensitif
gender, mengingat KDRT termasuk
dalam delik aduan dan seringkali tidak
dilaporkan karena faktor gengsi atau
malu. Rendahnya kesadaran untuk
melapor, baik dari korban maupun pihak
ketiga yang mengetahui kejadian,
menjadi tantangan dalam penegakan
hukum. Undang-Undang yang ada saat
ini  perlu ditinjau wulang untuk
memastikan bahwa perlindungan hukum
diberikan secara adil, tidak hanya
mengutamakan wanita sebagai korban
tetapi juga memberikan perlindungan
kepada suami sebagai korban.

Untuk meningkatkan pelaporan
kasus, diusulkan penggunaan media
sosial sebagai alat bukti awal dengan
mengunggah video, foto, atau konten lain
yang menggambarkan kekerasan.
Langkah ini bisa dilakukan oleh keluarga
korban atau masyarakat sekitar secara
diam-diam atau berdasarkan
kesepakatan. Konten yang diunggah
sebaiknya diviralkan untuk menarik

perhatian masyarakat dan pihak
kepolisian, yang kemudian dapat
mengambil tindakan lebih lanjut

berdasarkan bukti tersebut.

Kepolisian, setelah mengetahui
kasus melalui media sosial, dapat
langsung bertindak dengan membuat
surat pemeriksaan dan mengunjungi
TKP untuk verifikasi. Dalam kasus yang
diselesaikan melalui mediasi tanpa
pengadilan, polisi tetap perlu
memastikan bahwa kekerasan tidak
termasuk tindak pidana berat yang wajib
diusut.

Pemerintah perlu menciptakan
kebijakan dan lembaga perlindungan
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yang inklusif, tidak hanya untuk wanita
dan anak tetapi juga untuk suami sebagai
korban KDRT. Pembentukan lembaga
perlindungan bagi pria dapat mendorong
lebih banyak korban untuk melapor dan
mendapatkan perlindungan hukum yang
mereka butuhkan.

Sosialisasi yang lebih luas dan
mendalam tentang kekerasan dalam
rumah tangga dan perlindungan bagi
korban laki-laki juga penting, untuk
mengurangi stigma dan memotivasi
mereka untuk melapor tanpa rasa gengsi
atau malu. Pemerintah dan pihak
berwenang harus memberikan informasi
yang jelas tentang hak-hak dan
perlindungan yang tersedia bagi korban
KDRT, terlepas dari gender mereka.
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